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1.1

BAB 1
PENDAHULUAN

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan Laporan Keuangan RSJ Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat

adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posist keuangan dan seluruh transaksi

yang dilakukan oleh RSJ Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode

pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan,

belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran vang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,

mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan

ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

RSJ Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku entitas akuntansi mempunyai

kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam

pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk

kepentingan:

1.

Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dava serta pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan vang telah ditetapkan secara
periodik.

Manajemen

Membantu para penggnna untuk mengevalnasi pelaksanaan kegiatap suatu entitas pelaporan
dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan
pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ckuitas dana pemerintah untuk kepentingan
masyarakat.

Transparansi

Memberikan infonmasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan
menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan

Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode
pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang

akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan laporan keuangan RSJ Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat secara

umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan

kinerja keuangan suatu entitas pelaporan vang bermanfaar bagi para pengguna dalam membuat dan

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk
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menyajikan informasi yang berguna unfuk vengambilan kepumsan dmn untuk menunjukkan

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

L.

Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas
pemerintah;

Menyediakan inforiasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan
ekuitas pemerintah;

Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sunber daya ekonomi;
Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi
kebutuhan kasnya;

Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan;

Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam
mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai

entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan belanja sebagai suatu entitas

pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan RSJ Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai

lampiran I PSAP No.01 - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Realisasi Anggaran;

(c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (¢) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuvangan pemerintah daerah yang
menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya
ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusar/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan

Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA

b. Belanja

c. Transfer

d. Surplus/defisit -LRA

e. Pembiayaan
f.  Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
Laporan Realisasi Anggaran wmenggambarkan perbandingar antara anggaran dengan

realisasinya dalam satu periode pelaporan.
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2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset
lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek
dan jangka panjang dalam neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan
kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggpal pelaporan dan jumiah-jumlah yang diharapkan akan
diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkao pos-pos berikut:

Kas dan Setara Xas

c e

Investasi Jangka Pendek:

Piutang Pajak dan Bukan Pajak

e o

Persediaan

Investasi Jangka Panjang
Aset Tetap

Kewajiban Jangka Pendek

F o oo

Kewajiban Jangka Panjang

Ekuitas Dana

-

Pos-pos selain yang disebutkan di atas. disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi
Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar

posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

3. Laporan Operasional
Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut ;
a. Pendapatan -[.O dari kegiatan operasional
b. Beban dari kegiatan operasional
c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional , bila ada
d. Pos luar biasa bila ada
e. Surplus/defisit-1.O

4, Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos ;
a. Ekuitas awal
b. Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan
c. Koreksi-koreksi langsung yang menambah /mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari
dampak komulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi

kesalahan mendasar misalnya :
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1. Koreksi kesalahan mendasar dari peersediaan yang tegjadi pada periode-periode
berikutnya.
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluast aset tetap

d. Ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan

Agar (apat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya

dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal- hal

sebagai berikut;

a. Informasi teatang kebijakan fiskal/kenangan, ekonomi makro, pencapaian target pada
APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam peacapaian target.

b. Ikhtisar pencapaian kinerja kevangan selama tahun pelaporan.

c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi
yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting
lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunvai referens: silang dengan
informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai
suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisast Anggaran, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah
penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta
pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk psnyajian yang wajar atas Laporan

Keuangan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

1.

j78)

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang, Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahin Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 442);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor <438);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang — undang nomor
9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia nomor £679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (L.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuvangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tarnbahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005
Nomor 165, Tarabahan lembaran Negara Republik Iidonesia Nomor 4593),

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan kenangan dan kinerja instansi
Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

lembar:an Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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17.

18.

19.

20.

21

N
NS

23,

24.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165); 7

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 NMomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah
dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah ciubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang
bersumber dari APBD;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2020 Tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturen Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Kenangan Daecrah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perataran Dacrah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan.
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kenangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Nuosa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 — 2023;
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Barat Tahun 2019 — 2023
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20

29.

31

. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2021;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2015 tentang I<ebijakan Akuntansi

Pemerintah Provinst Nusa Tenggara Barat (Berita Dacrah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
20135 Nomor 53);

. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2015 Nomor 54);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat
Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BABI PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan tuinan penyusunan laporan kenangan
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.3 Sistematika penyajian catatan atas laporan kevangan

BABII IKHTISAR PENCAPAIJAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kineria keuangan

2.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja

BABIII KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan kevangan Rumah Sakit Jiwa Mutiara
Sukma.
3.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit
Jiwa Mutiara Sukma.
3.3 Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Rumah
Sakit Jiwa Mutiara Sukma
3.3.1 Kas dan setara kas
3.3.2 Piutang
3.3.3 Persediaan
3.3.4 Investasi
3.3.5 Aset Tetap
3.3.6 Aset Lainnya
3.3.7 Kewajiban
3.3.8 Ekuitas

3.3.9 Koreksi
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3.3 10 Pendapatan
3.3.11 Belanja
3.3.12 Transfer
3.3.13 Pembiayaan
3.4 Basis Pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keungan
3.4.1Kas
3.4.2 Piutang
3.4.3 Penvisihan piutang
3.4.4 Persediaan
3.4.5 Investas:

3.4.6 Pengukuran asset tetap

BAB IV PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN
BAB VII PENUTUP
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BAB I
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA
KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Rumah Sakit merupakan gambaran dari
persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Mutiara
Sukma selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut
dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau Rumah Sakit Jiwa Mutiara
Sukma dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA

Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.

Secara umum’ dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan
anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian
kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana
dalam APBD dan ketersediazan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadat.
Sedangkan realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan
kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan adanya penghematan belanja baik
dari belanja operasi maupun helanja modal sebagai bentuk dalam memanfaatkan

anggaran secara optimal.

Ikhtisar pencapaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagai berikut:

1. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1 | Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN

ads 4 i L

1 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 99,57% 100%

' J Tugas dan Fungsi

e
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3. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah

1

Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor

84,24%

4. Program Penyedia Jasa Penumjang Urusan Pemerintait Daerch

Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

85,45%

100%

5. Program Penyedia Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan

untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingicat Daerah Provinsi.

minuman serta fasilitias kesehatan lain.

1 | Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik 92.62% 100%
fasilitasi layanan kesehatan.
2 | Pengadaan obat, vaksin, makanan dan 96,67% 100%

6. Program Penyedic Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM

Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.

RSJ Mutiara Sukma

1 | Pengelolaan  pelayanan  kesehatan  bagi 99.61% 100%
penduduk terdampak krisis kesehatan akibat
bencana dan/ atau berpotensi bencana.

2 | Pengeiolaan pelayanan kesehatan orang dengan 58.,28% 100%
masalah kesehatan jiwa (ODMK)

3 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan 98,79% 100%
kecanduan NAPZA

12



4 Pengelola pelayanan kesehatan khusus. 99,74% 100%

5 | Operasional pelayanan rumah sakit 97,63% 100%

7. Program Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.

1 | Peningkatan Mutu Pelavanan  Fasilitas 99.,74% 100‘,’/ﬂ

Kesehatan g , ]

8. Program Perencana Kebutuhan Sumber Dayva Manusia Keschatan Untuk UKM

dan UKP Provinsi.

1 | Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia 94,32% | 100% |

kesehatan

9. Program Peningkatan Pelayanan RI.UTD

2.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET
KINERJA

Pada Tahun Anggaran 2022 realisasi Pendapatan Rumah Sakit Jiwa Mutiara
Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat secbesar Rp.20.044.543.263,95 dan tahun 2021
sebesar Rp. 26 987.371.826,19. Realisasi Pendapatan Rumah Sakit Jiwa Mutiara
Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan sebesar Rp.

6.942.828.562,24 dibandingkan dengan tahun anggaran 2021.

DOTAL
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Tkhtisar pencapaian kinerja keuangan rata-rata hampir memenuhi target 100%
hal ini karena ketersediaan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi ada juga beberapa kegiatan yang
realisasi keuangannya belum mencapai 100 % dari target vang telah ditetapkan tetapi
fisiknya sudah mencapai 100%. Hal im disebabkan adanya penghematan anggaran
dari pelaksanaan masing-masing kegiatan. Sehingga menjadi evaluasi ke depan agar
perencanaan anggaran di masing-masing program tidak boleh terlalu tinggi dari harga

pasar supaya tidak terjadi sisa anggaran lebih di tabun herjalan.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik vang dipilih olch suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai
pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan buletin-
buletin teknisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah,
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 53 Tghun 2015
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan
Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 53
Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan
Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat.

Untuk pelaporan keuangan yeng ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. Kemandirian Entitas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas
pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit vang
mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajiken laporan keuangan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kesinambungan Entitas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas
pelaporan, maupun unit/SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut

keberadaannya/berkesinambungan.
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3. Keterukuran dalam satuan wang (monetary measurement), yaitu bahwa entitas
pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan vang dapat dinilai dengan satuan uang.
Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah
mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata vang asing dijabarkan dalam
mata uang rupiah.

Periode Akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu

berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Deseraber 2022.

3.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN RUMAH
SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

Entitas akuntansi untuk laporan keuangan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan unit pengguna anggaran dan pengguna

barang di lingkuagan pemerntah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunvai

kewajiban untuk menyusun laporan keuangan.

3.2 BASIS AKI'NTANSI YANG MENDASARI PENYUSEINAN LAPORAN
KEUANGAN RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Rumah Sakit Jiwa
Mutiara Sukma Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah basis kas untuk
pengakuan pendapatan LRA, belanmja, transfer dan pembiavaan dalam Laporan
Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas
dalam Neraca serta pendapatan LO dan beban dalam Laporan Operasional. Basis kas
untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan LLRA diakui pada saat
kas diterima di Rekening Penerimaan BLUD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan belanja, transfer serta pengeluaran
pembiayaan diakui pada saat kas dikelvarkan dan Rekening Pengeluaran Rumah
Sakit Jiwa Mutiara Sukma Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Basis akrual
untuk Neraca, Laporan Opersional, dan Laporan Perubahan Ekuitas berarti bahwa
aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan LO, dan beban diakui dan dicatat pada saat
terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh
pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima

atau dibayar.
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3.3 BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
3.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas merupakan kas yang
menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Peageluaran/Pemegang
Kas yang berasal dari sisa Kas yang belum disetor ke kas daerah per tanggal
neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh
saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, vang logam, uang
kertas, dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat
diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Bendahara Pengeluaran

berdasarkan nilai nominal uang.

3.3.2 Kas di Bendahara BLUD

Kas di Bendahara BLUD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan kas yang tidak
disetorkan ke kas daerah dan tetap diakui sebagai saido kas di bendahara
BLUD dan dilaporkan sebagai SILPA pada LKPD Provinsi NTB sebagai
entitas pelaporan.

3.3.3 Pintang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net
realizable value) yaitu berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum
dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih.
Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka
masing-masing jenis piutang disgjikan setelah dikurangi piutang yang
dihapuskan.

3.3.4 Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya
dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi,
persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui
berdasarkan nilai barang yang belurn teqjual atau terpakai. Persediaan bahan
baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke
suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan
sebagai persediaan. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir
jika dipercleh dengan pembelian dan harga standar jika diperoleh dengan

memproduksi sendiri
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3.3.5  Pengukuran Aset Tefap secara Umum

L.

RS] Mutiara Sukma

Aset tetap dinilai dengan biava perolehan. Apabila penilaian aset tetap
dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai
aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan berdasarkan

hasil penilaian tim penilai Pemerintah.

. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu

pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dart
transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan
baku, tenaga kerja dan biaya lain vang digunakan dalam proses
konstruksi.

. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola

meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak
langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan,
tenaga listrik, sewa peralatan, dan sernua biaya lainnya yang terjadi

berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah

sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau

konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi
yang membuat asct tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang

dimaksudkan.

. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu

komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat
diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa
aset ke kondisi keanya. Demikian puia biaya permulaan (start-up cost)
dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali
biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati
satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum sclesai tersebut
digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai

dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

16



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

RS] Mutiara Sukma

Biaya perolehan dari maging-masing aset tetap yang diperoleh secara
gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut
berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang
bersangkutan.
Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui periukaran atau pertukaran
sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos
semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh vaitu
nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan
dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang
ditransfer/diserahkan.
Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang
serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang
serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan
kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada
keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset
yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas
aset yang dilepas.
Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar
ilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui
sebagai pendapatan operasional.
Pengeluaran  setelah  perolehan awal suatu  aset tetap vang
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi
manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas,
mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada
nilai tercatat aset yang bersangkutan.
Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumiah
biaya (capitalization threshelds) tertentu digunakan dalam penentuan
apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Batasan jumlah
biaya untuk penentuan kapitalisasi diatur dalam Peraturan Gubernur
tersendiri.
Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut
dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang
memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan

penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
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Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang
dapat disusutkan (depreciable assets) sclama masa manfaat aset yang
bersangkutan.

Nilai penyusutan  untuk masing-masing periode diakui sebagai
pengurang nilai tercatat aset ietap dalam neraca dan beban penyusutan
dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight
line method).

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap diatur dalam Peraturan
Gubernur tersendiri.

Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset
tersebut, kecuali untuk aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan,
dan aset tetap lainnya berupa buku, benda bersejarah, cagar budaya,

hewan dan tanaman.

et tetap lainnyva
Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari

kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat

Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan dokumen

pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTIM).

. Sewa dan Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari

kontrak/berita acara peniualan set vang bersangkutan.

. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan

oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB kepada pihak ketiga/investor

untuk membangun Aset Bangun Guna Serah tersebut.

. Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang

dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah
Provinsi NTB ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan

oleh pihak ketiga/imvestor untuk membangun aset tersebut.

. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus

dibayar untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk
digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa
datang atau jasa potensial yang raeiekat pada aset tersebut akan mengalir

masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

18



10.

11.

Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan
reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain sebesar nilai tercatat/nilai

bukunya.

. Terhadap Aset Lainnya berupa aset tak berwujud disajikan berdasarkan

biaya perolchannya dikurang: amortisasl.

Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak
berwujud sclama masa manfaatnya.

Niilai amortisasi untuk maging-masing periode diakui sebagai pengurang
nilai tercatat Aset Tak Bervujud dalam neraca dan beban amortisasi
dalam laporan operasional.

Metode amortisasi dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line

method).

3.3.7 Konstruksi dalam pengerjaan

I.
2.

98]
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Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan
dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi
yang bersangkutan.
Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan
konstruksi antara lain meliputi:
biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke
lokasi pelaksanaan konstrukst;
d. biaya penyewaan sarana dac peralatan;
e. biava rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung
berhubungan dengan konstruksi.
Biaya-biaya yang dapat diatnbusikan ke kegiatan konstruksi pada

umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

a. asuransi;
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biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung
berhubungan dengan konstruksi tertentu;
biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan

konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

5. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang

6.
7.

3.

sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya

yang mempunyai karakteristik yang sama.

Metode alokast biaya vang digunakan adalah alokasi biaya terbesar.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak

konstruksi meliputi:

a.

termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor seshubungan dengan
tingkat penyelesaian pekerjaan;

kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan
dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada
tanggal pelaporan;

pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan

dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara

bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan

dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat

sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

3.3.8 Key

vaitban jangka pendek

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (

dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan yang terdiri atas -

a.
b.

e o
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Utang Perhitungan Pihak Ketiga;

Utang Bunga;

Utang Belanja;

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;

Pendapatan Diterima Dimuka; dan

Utang Jangka Pendek Lainnya.
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3.3.9 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan

dengan akun investasi jangka pendek, investas jangka panjang, aset tetap,

aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran

pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban.

3.3.10 Koreksi periode akuntansi sebelumnya

1.

RS] Mutiara Sukma

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa
periode mungkin baru ditemukan pada periode beralan. Kesalahan
mungkin timbul karena adanya: keterlambatan penyampaian bukti
transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan,
kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan

interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.

. Dalam situasi tertentu suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan

bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga

laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

. Kesalahan ditinjau dan sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua)

jenis :
a. Kesalahan yang tidak berulang; dan

b. Kesalahan yang berulang dan sisternik.

. Kesalahan vang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak

akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode betjalan;
dan

b. Kesalahan vang tidak berulang yang terjadi pada periode

sebelumnya.

. Kesalahan vang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan

oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh : penerimaan
pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi schingga perlu

dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

. Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui ada

kesalahan.
Koreksi kesalahan vang tidak berulang vang terjadi pada periode
berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan

dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode
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berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belania, maupun
akun pendapatan-L O atau akun beban.

Contohnya : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun
yang bersngkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan
pengiriman oleh pemerintah pusat.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan
periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan
pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan,
baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun

pendapatan-LO atau akun beban.

. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan

penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada
periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan
periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada
akun pendapatan lain-lain -LRA. Dalam hal mengakibatkan
pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo
Anggaran Lebih.

Contohnya : pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah
penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan
pendapatan lain-lain ~LLRA.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas vang tidak berulang
yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun
mengurangi posist kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset
bersangkutan.

Contohnya : pengadaan aset tetap vang di mark-up dan setelah diadakan
pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi .
dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset
tetap.

Korcksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga
mengakibatkan pengurangan beban, yang tergadi pada periode
sebelumnya dan mempengaruht posisi kas dan tidak mempengaruhi
secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode

tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun
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pendapatan lain-lain -LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan bheban

dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contohnya :

pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan

jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah

pendapatan lain-lain-LO.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang

yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun

mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo

Anggaran Lebih.

Contohnya :

penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas

daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo

Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-L.O yang tidak berulang

yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun

mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun

ckuitas.

Contohnya :

penvetoran bagian laba perusahaan daerah vang helum masuk ke kas

daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun

ekuitas. A

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiavaan yang

tidak berulang yang terjadi pada perniode sebelumnya dan menambah

maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode

tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas

dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

a. Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran
cicilan pokok pinjaman tahun lalu, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah
dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran

Lebih (koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan).
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b. kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga
terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan
menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih
(koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan).

Korcksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang

terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun

mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun
kewajiban bersangkutan.

Contohnya : adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan

pembayaran angsuran suatu kewajiban dikorcksi dengan menambah

saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 13, 14, dan

16 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja

entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi

kesalahan,

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 15, dan 17

tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang

bersanglkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan,

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun sctelah

laporan keuvangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan
pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Contohnya :

pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap)

dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan

hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan
jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan

Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan keoreksi.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang tergadi pada periode

sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun

setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan
dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode diternukannya

kesalahan.



Contohnya :

belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai
belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset
tetap dan mengkredit pos ekuitas.

20. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9
tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi
pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan
mengurangi  pendapatan-LRA maupun  pendapatan-LO  vang
bersangkutan.

21. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu
terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun betjalan
pada aktivitas yang bersangkutan,

22. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

3.3.11 Pendapatan

1. Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO diukur dan dicatat berdasarkan
azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).

2. Pendapatan Hibah dalam mata vang asing diukur dan dicatat pada
tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3. Pengukuran pendapatan menggunakan mata vang rupiah berdasarkan
nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.

4. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke
mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia)

pada saat terjadinya pendapatan.

3.3.12 Belanja dan Beban

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah atau entitas pelaporan.

2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan
oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada

peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
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4. Belanja diukur berdasarkan pengeluaran dari rekening kas umum daerah
atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk
belanja.

5. Beban diakui
a. Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya

peralihan hak dari pihak lain ke pemernntah tanpa diikati keluarnya kas
dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan
rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.

b. Terjadinya konsumsi asel terjadinya konsumsi aset adalah saat
pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya
kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional
pemerintah.

c¢. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potenst jasa.

6. Pengakuan beban dapat terjadi di PPKD dan SKPD.

7. Beban diukur berdasarkan (1) besaran timbulnya kewajiban, (2) besaran
terjadinya konsumsi aset, dan (3) besaran terjadinya penurunan manfaat
ekonomi atau potensi jasa.

8. Beban dibayar di muka di ukur sebesar nilai ekonomi yang belum

dimanfaatkan,

3.3.13 Pembiayaan
1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.
3. Akuntansi penerimaan dilaksanakan schesar kas yang telah diterima
sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas vang

dikeluarkan.

3.4 PENERAPAN KEBLIAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN
KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI RUMAH
SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

3.4.1 Pendapatan
1. Pendapatan LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan

Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam
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Catatan atas Laporan Keuangan.

. Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan

Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

3. Hal-hal yang harus diungkapkan daiam Catatan Atas Laporan Keuangan

terkait dengan pendapatan adalah:

a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhimya tahun
anggaran.

b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang
bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

¢) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang
didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor {3 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah, dengan yang didasarkan pada
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

d) Informasi lainnya vang dianggap perlu.

4. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai

pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
Badan Layanan Umum Daerah untuk OPD dalam menyusun laporan

keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan.

. Badan Layanan Umum Daerah untuk UPTD dalam menyusun laporan

keuangannya berdasarkan pada Standar Akuatansi Keuvangan digabung

dengan OPD yang mempunyai Badan Layanan Umum Daerah

3.4.2 Belanja

1.

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran
dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan
keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan
klasifikasi dalam anggaran.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran

dan realisasinya, diungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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4.

Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam laporan operasional dan
rincian lebih lanjut jenis beban disajikan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

Beban dibayar di muka disajikan dalam Neraca, sebagai bagian dari aset.

3.4.3 Pembiayaan

1

Pembiayaan (financing) adalah selurub transaksi keuangan pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik pencrimaan maupun pengeluaran, yang
perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalain penganggaran
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk
menutup selisih antara pendapatan dan belanja dalam 1 (satu) periode
akuntansi.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi
Pemerirdah Provinst Nusa Tenggara Barat, hasil privatisasi perusahaan
daerah, penerimaan kembali pinjaman vang diberikan kepada pihak ketiga,
penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening
Kas Umum Daerah antara lain : pemberian pinjaman kepada pihak ketiga,
penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pembayaran
kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan
pembentukan dana cadangan.

Sumber pembiayaan yvang berupa penerimaan pembiayaan daerah antara lain

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lahy;

o ®

Transfer dari dana cadangan;

c. Penerimaan pinjaman;

d. FHasil penjualan obligasi;

e. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan; dan

f.  Penjualan investasi permanen lainnva.

Alokasi pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan antara lain :
a. Pembayaran utang pokok;

b. Pengisian dana cadangan;

c. Pemberian pinjaman kepada entitas lain; dan
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d

Penyertaan modal (investasi) oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Barat.

4. Aset/Aktiva

1. Aset adalah sumber daya ekonomi vang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya non keuangan yang diperiukan untuk penyediaan jasa

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yarng dipelihara karena

alasan sejarah dan budaya.

N

Aset diklasifikasikan menjadr aset lancar, investasi jangka panjang, aset

tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a.
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Aset Lancar

Aset lancar adalah sumber dava ekonomis yang diharapkan dapat
dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode
akuntanst.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,
piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain
deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga -
yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak,
retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang
lainnya vang diharapkan diterima dalara waktu 12 (dua belas) buian
seteleh tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau
perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya
barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti
komgponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakat seperti komponen
bekas.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap
saat dapat digunakan untuk membiavai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang
siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan) serta

bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan
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Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan
berdasarkan nilai nominal uang.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera
dicairkan dan dimaksudkan untuk dimilki selama 12 (dua belas) bulan
atau kurang. Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka
waktu tiga sampai 12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara
(SUN) pemerintah jangka pendek dan investasi jangka pendek lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya
saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan.
Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam
bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito
tersebut.

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga sebagai
akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau akibat lainnva yang sah

Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang bagi
hasil pajak provinsi, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian
lancar pinjaman kepada BUMD, bagian lancar TP/TGR dan piutang
lainnya.

Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah
kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam
periode berjalan, sejumlah nilai yang dapat ditagihkan.

Persediaan adalah adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional
pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Persediaan terdiri atas: bahan habis pakai untuk keperluan
operasional, bahan untuk proses produksi dan barang yang disimpan
untuk dijual atau diserahkan kepada masyvarakat.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai
barang yang belum terjual atau terpakai, berdasarkan harga pembelian

terakhir.

. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan

kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.
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Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD
(sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat
juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan
Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan
Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun
campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan
padang rumput, tanah penggunaan lainnya, tanah bangunan dan tanah
pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan, jembatan, terowongan,
bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan
rawa dan polde, bangunan air pengaman sungai dan penanggul, bangunan
air minum, bangunan air kotor, instalasi air minum, instalasi air kotor,
instalasi pengolahan samopah, instalasi pengolahan bahan bangunan,
instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, jaringan air minum,
jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya.

Gedung dan bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung
instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan,
dan lain-lain sejenisnya.

Peralatan dan mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, mesin
dan peralatan kantor, rumah tangga, bengkel, studio, pertanian,
kedokteran, laboratorium, kesehatan, keamanan/persenjataan, alat angkut
dan lain-lain sejenisnya.

Aset tetap lainnya, meliputi barang bercorak kesenian seperti
lukisan, pahatan, 1anda penghargaan, buku. barang perpustakaan, dan
lain-lain sejenis.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan vang sampai
dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga
belum dapat digunakan.

Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau
diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya

berpindah.
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Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset
tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka
nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola
meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak
langsung termasuk biava perencanaan dan pengawasan, perlengkapan,
tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi
berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinva, termasuk bea impor dan sctiap biaya yang dapat
didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi
yang membuat aset tersebut dapal bekepa untuk penggunaan yang
dimaksudkan.

Konstruksi dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi
berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode
akuntansi.

Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset vang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana
cadangan.

Aset lainnva meliputi aset tak berwujud, tagihan penjualan
angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, kemitraan
dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.

Aset tak Dberwujud adalah aset non keuangan yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasiikan barang atau jasa atau digunakan unfuk
tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah vang dapat
diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada
pegawai pemerintah daerah yang jangka waktu pelunasannya lebih dari
satu tahun.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang
dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut
penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat

langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum
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yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan
tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses
yang dilakukan terhadap pegawat negeri bukan bendahara dengan tujuan
untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh
Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri
tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu
lebih dari satu tahun.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang
mempunyai komitmen untuk roelaksanakan kegiatan yang dikendalikan
bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha vang dimiliki.

Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan
Termasuk dalam pos aset lain-lain ini acdalah nilai aset tetap yang tidak
digunakan lagi dalam penggunaan aktif pemerintah dan telah dikeluarkan
dari pos aset tetap.

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi
dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari
kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi
dengan angsuran yang telah dibavarkan oleh pegawai ke kas Negara/kas
daerah.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dinilai
sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan
atau Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dikurangi
dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan
ke kas daerah.

Kemitraan dalam bentuk Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat
sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga

untuk membangun aset BKS tersebut.
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Kemitraan dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat
sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang
diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan
pihak ketiga untuk membangun aset terscbut.

Aset dalam pos aset lain-lain dari eks aset tetap yang teiah
dikeluarkan dinilai sebesar nilai tercatat/nilai buku pada saat dikeluarkan

dari pos aset tetap.

5. Kewajiban

1.

=)

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber dava ekonomi
pemerintah.

Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban
Jjangka panjang.

Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembals atau
Jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dan utang kepada pihak ketiga
dan pegawai, utang bunga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan bagian
lancar utang jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pamjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan
dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah
tanggal neraca.

Kewajiban jangka paniang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka
panjang lainnya.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat
kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata vang rupiah. Penjabaran mata uang
asing menggunakan kurs tengah bank sentral pacla tanggal neraca.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang
jangka panjang adalah jumlah vang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
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6. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Barat yang merupakan selisih antara asct dan kewajiban Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat pada tanggal laporan.
Ekuitas diklasifikasikan ke dalam :
a. Ekuitas Awal;
b.  Surplus/Defisit LO; dan
c. Koreksi-koreksi yvang menambah/mengurangi Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan
akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya,
dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan,

biaya, dan pengakuan kewajiban.
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